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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAHUN   2006   NOMOR   3  SERI  E  
 

PERATURAN  DAERAH  KOTA   BOGOR 
 

NOMOR  8  TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

KETERTIBAN UMUM  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 
 
 
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk 

melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat; 

 
b. dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota  Bogor  

yang tertib, teratur, nyaman, tenteram, serta berdisiplin, 
diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban 
umum yang mampu melindungi warga kota, serta 
sarana dan prasarana kota berikut kelengkapannya; 
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  c. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang 
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dipandang sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika 
masyarakat Kota Bogor; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada  huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang 
Ketertiban Umum; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3039); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 
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  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);  

 
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3694);  

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 
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  12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
14. Undang-Undang Nomor 38  Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444);  

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993   Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4276); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4427); 

 
18. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 

tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas 
Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada 
Pemerintah Daerah; 
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  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan 
Perizinan Minuman Beralkohol; 

 
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

 
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2001   Nomor 1  Seri C);  

 
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4  Seri D);  

 
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 

tentang Rencana Strategis Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2004   Nomor 17 Seri E); 

 
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 
Nomor 8 Seri E); 

 
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);  
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